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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
  
xi 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Inayah Fadhillah 
Nim : 10200114158 
Judul Skripsi : Efektifitas Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pajak 
Parkir di Kab. Gowa (Telaah Ketatanegaraan Islam)  
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektifitas perda 
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir di Kab. Gowa. Dari pokok masalah 
tersebut, peneliti merumuskan sub masalah yaitu: 1). Bagaimana Peran 
Pemerintah daerah Kab. Gowa  dalam menangani Pajak Parkir.? 2). Bagaimana 
pengawasan Perangkat Daerah dalam mengelolah pajak parkir di kabupaten 
Gowa.? 3). Bagaimana Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam Terhadap Pajak 
Parkir.? 
Penelitian ini termasuk Jenis penelitian (field research) kualitatif dengan 
pendekatan syar’i dan empiris. Adapun sumber data primer berupa observasi, 
wawancara, dokumentasi. sumber data sekunder berupa buku dan sumber data 
tersier berupa jurnal dan studi kepustakan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran pemerintah daerah Kab. 
Gowa dalam menangani pajak parkir adalah (a) Mendelegasikan kewenangan 
pengelolaan pajak parkir pada Dinas Perhubungan Kab. Gowa sesuai Perda No. 
12 tahun 2012 Tentang Pajak parkir (b) Melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan dan penerimaan pajak parkir.2) Pengawasan perangkat daerah dalam 
mengelolah pajak parkir di kab. Gowa  yaitu: Menugaskan staf seksi Terminal dan 
perparkiran setiap bulan untuk melaksanakan audit terhadap penerimaan pihak 
ketiga yang ditunjuk oleh Dishub Kab. Gowa yang mengelolah pajak parkir. 3.) 
Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam terhadap pajak parkir sesuai dengan 
pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Al- Juwaini bahwa pajak diperbolehkan, 
alasannya adalah untuk kebutuhan Negara dan untuk merealisasikan tujuan yang 
ingin dicapai. Namun adapun pendapat ulama yang menyatakan pajak tidak 
diperbolehkan apabila pajak tersebut disalah gunakan dan tidak sesuai dengan 
syariat Islam sebagaimana ditujukan dalam QS. Al-Nisa/4: 29 
Implikasi dari penelitian adalah:1.) dalam menjalankan peran pemerintah 
daerah terhadap pengelolaan pajak parkir yang ada di Kab. Gowa diharapkan agar 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan membenahi pengaturan 
pengelolaan pajak parkir bila masih terdapat kekurangan 2.) system Pengawasan 
yang dilakukan Dishub Gowa sekiranya dapat ditingkatkan lagi agar lebih optimal 
dan efisien dalam mengelolah pajak parkir 3.) menurut hokum tata negara Islam, 
pajak diperbolehkan sehingga pemerintah sebaiknya tidak melebihi aturan sesuai 
ketentuan Islam dan undang-undang yang telah berlaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. 
Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban 
kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif 
masyarakat dalam membiayai pembangunan. 
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh dari 
hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk 
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (budgeter) dan juga digunakan sebagai 
alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik 
dengan tujuan tertentu.1 Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan 
direalisasikan untuk pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak 
positif khususnya perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang 
harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sejak Otonomi Daerah, Pemerintah 
daerah memberikan wewenang kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan 
mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 
                                                 
1Suandy Erly, Hukum Pajak.( Yogyakarta: Selemba Empat, 2011), h. 20 
 
 
1 
2 
 
 
tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 
ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah 
daerah tersebut. Kab. Gowa mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih 
harus digali oleh pemerintah setempat yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tertinggi dibanding kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini 
Pajak Parkir termasuk salah satu dari sumber pajak daerah yang berperan dalam 
peningkatan penerimaan pajak bagi Kab. Gowa. 
 Berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang pajak parkir. Bupati Gowa 
Menimbang, “Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf g undang-undang No. 28 
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak parkir merupakan 
jenis pajak daerah.2 Pasal 1 Ayat 10 UUD No. 12 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir: 
“Pajak Parkir adalah Pajak Atas Penyelenggaraan Tempat Parkir diluar badan jalan 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.3 
Ismail dan Mosal M. M., menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh 
pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perparkiran atau gedung – gedung, 
hotel, mall, atau lokasi lain yang mengelola parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah atas penyelanggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan, baik yang disediaakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yg 
                                                 
2Pasal 2 Ayat 2 Huruf g Undang-Undang Perda Gowa Nomor 28 Tahun 2012 
3Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Perda Gowa No. 12 Tahun 2012 
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disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor.yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak 
suatu kendaraan yg tidak bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlakada 
pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada pada Indonesia. Berdasarkan 
uraian tersebut, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 
diluar badan jalan oleh orang pribadi  atau badan berdasarkan Undang-undang yang 
berlaku.4   
Alasan penulis memilih judul ini adalah karena dalam pemaparan latar 
belakang diatas, itu menunjukkan bahwa Pengelolahan pajak parkir yang ada di 
kabupaten gowa masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya di mana  
masih banyak Perusahaan atau Objek Wisata yang mempunyai lahan parkir dan 
berada di luar badan jalan tetapi tidak secara resmi terdaftar di Perangkat Daerah 
yang ada di Kab. Gowa. Permasalahan Masih kurangnya perusahaan atau Objek 
Wisata yang ada di Kabupaten Gowa yang terdaftar di perangkat daerah atau di 
DISHUB. Oleh karena itu hal yang menjadi dasar pertimbangan untuk meneliti yaitu 
untuk mengetahui secara lanjut apakah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di 
kabupaten gowa telah berjalan efektif sesuai dengan perda Nomor 12 Tahun 2012, 
serta bagaimana peran pengawas Pemerintah daerah terhadap Perusahaan Yang 
terdaftar di Perangkat daerah dan pandangan  hukum Ketatanegaraan Islam terhadap 
pajak parkir. 
                                                 
4Mosal, M. M. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. ISSN, 2013), h. 188 
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Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan tempat penelitian ini karena, 
Pengelolaan Pajak Parkir Gowa merupakan lembaga atau perusahaan daerah yang 
didirikan oleh pemerintah dengan fungsi pengelolaan terhadap dana pajak parkir. 
Selain itu, perangkat daerah Kab. Gowa sesuai undang-undang beranggotakan unsur 
pemerintah dan masyarakat yang secara hukum memiliki legalitas dan kompetensi 
dalam menjalankan tugas, amanah, dan tanggung jawabnya.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
 
1. 
 
 
Efektifitas 
Efektifitas, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
efektifitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada 
efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya,  
manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, 
mulai berlaku)5. Dapat juga didefinisikan sebagai 
sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang 
ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan 
merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau 
tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari 
tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang 
telah dicanangkan. 
                                                 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 1996), h. 250 
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2. 
 
Pajak parkir 
Pajak Parkir, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah atas 
penyelanggaraan tempat parkir diluar badan jalan, 
baik yang disediaakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yg disediakan sebagai suatu usaha termasuk 
tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor. yang dimaksud dengan parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yg tidak 
bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak 
mutlakada pada seluruh daerah kabupaten atau kota 
yang ada pada Indonesia. Berdasarkan uraian 
tersebut, pajak parkir merupakan pajak atas penyel 
enggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh 
orang pribadi  atau badan berdasarkan 
Undangundang yang berlaku. 
 
3. 
 
 
Tata negara Islam  
Hukum Tata Negara Islam atau Fiqih Syiasah adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari hak ikhwal dan 
seluk beluk pengaturan Negara untuk mewujudkan 
dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang di 
dasarkan pada nilai moral dan norma. 
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Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis mengangkat judul “Efektifitas 
Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir di Kab. Gowa (Telaah Atas 
Ketatanegaraan Islam). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada latar belakang masalah di atas, 
maka penulis mengemukakan Pokok masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Efektifitas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak parkir di 
kab. Gowa.?  
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Pajak 
Parkir di Kab. Gowa.? 
3.  Bagaimana Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam Terhadap Pajak Parkir.? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian.Sebelum 
melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 
dengan judul penulis, sebagai berikut : 
1. Indra Mahardika Putra SE, Ak, M. Ak6. dalam Bukunya yang berjudul, 
Perpajakan edisi : Tax Amnesty, Yogyakarta 2017, adapun isi  buku ini beliau 
menjelaskan tentang tata cara Pemungutan Pajak dan system pemungutan 
Pajak, sedangkan penulis lebih fokus ke aturan pajak parkir, Meskipun tidak 
menjelaskan lebih jelas tentang aturan pajak Parkir Buku ini tetap 
berhubungan dengan skripsi ini.  
                                                 
6Indra Mahardika Putra, Perpajakan Edisi : Tax Amnesty, (Jogjakarta : Quadrant, 2017), h. 24 
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2. Leny Nurfitri,7 Jurnal Ilmia yang berjudul Implementasi Kebijakan 
Pemungutan parkir sebagai pajak daerah kota malang (studi kasus pada Dinas 
Pendapatan kota malang), Malang 2013. Adapun isi Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) kondisi pajak parkir Kota Malang yang dapat dilihat 
dari efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD, (2) sistem dan 
prosedur pemungutan pajak parkir, dan (3) hambatan dan solusi dalam 
pemungutan pajak parkir. Adapun kaitanya dengan tulisan ini yaitu sama-
sama membahas tentang kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Cuma 
perbedaanya jurnal ini memayoritaskan tentang mengoptimalkan pendapatan  
asli daerahnya melalui pemungutan pajak parkirnya, sedangkan penulis lebih 
fokus ke Efektifitas Aturan pajak parkir berdasarkan perda Kabupaten Gowa. 
3. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.8 dalam bukunya yang berjudul 
Pembaruan Hukum Pajak, Jakarta 2014 Adapun isi buku ini beliau 
menjelaskan tentang Tarif pajak dalam kendaraan bermotor dan Objek Pajak, 
kaitannya dengan isi skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tarif 
pajak dan objek pajak sedangkan peneliti lebih fokus kepada tarif pajak parkir 
yang ada di daerah Kabupaten Gowa. 
4. Erly Suandy, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak, Jakarta 2017, yang 
isinya membahas tentang teori-teori Pemungutan Pajak dan kaitanya dengan 
isi skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang system pemungutan pajak 
yang bedanya dengan peneliti adalah peneliti lebih fokus ke system 
pemungutan pajak parkir menurut Perda Bupati Gowa No. 12 Tahun 2012. 
                                                 
7Leny Nurfitri, “Studi Implementasi KebijakanPemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah 
Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)”, Jurnal Ilmiah, Malang: 2013. 
8Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2014), h. 133 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten 
Gowa Berdasarkan Perda Gowa No. 12 Tahun 2012. 
b. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Perangkat 
Daerah parkir dalam memungut pajak parkir. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum ketatanegaraan islam terhadap 
pajak parkir. 
2. Kegunaan Penelitian   
Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara: 
a. Manfaat Praktis:  
Secara praksis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi DISHUB Kab. 
Gowa sebagai sumbangan pemikiran dan masukan mengenai keberadaan sektor pajak 
parkir yang sangat potensial agar lebih memperhatikan dan mengawasi step by step 
mekanisme pembayaran pajak parkir dari wajib pajak hingga sampai ke kas daerah.  
b. Manfaat Teoretis:  
  Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk merekonstruksi kerangka 
teoritis bagi akademisi dalam mengembangkan akuntansi perpajakan, lebih spesifik 
mengenai perpajakan disektor parkir tentang gambaran perpajakan parkir yang 
transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga dapat membantu sebagai literatur dalam 
penelitian yang lebih lanjut dengan mengembangkan tema yang telah diteliti.  
c. Manfaat Regulasi:  
Dengan hasil penelitian ini, setelah melakukan kajian dan evaluasi terhadap 
kinerja perusahaan daerah Pajak Parkir Kab. Gowa tentang pajak parkir. Bagi 
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pengambil kebijakan dan DISHUB sendiri kiranya dapat menjadi acuan atau bahan 
pertimbangan dalam memperkuat dan memperbaiki aturan pengelolaan pajak parkir 
bila masih terdapat kekurangan. Sehingga manajemen pengelolaan pajak parkir dapat 
dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan ummat. 
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 BAB II 
TINJAUAN TEORETIS  
A. Efektifitas Hukum 
1. Pengertian Efektifitas 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat 
membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektifitas biasa 
juga diartikan sebagai pengkuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.1 
Efektifitas mengandung arti keefektian pengaruh efek keberhasilan atau 
kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari 
penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi 
dari obyek sasaran yang dipergunakan.2 
2. Konsep Efektifitas Penegakan Hukum 
Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu 
strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara 
realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam 
tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata 
lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in 
action.3 
 
 
                                                 
1Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer 
dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Mekar, 2008), h. 132. 
2Barda Nawawi Arief, kapita selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013), h.67 
3Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Press, 
1993), h.47-48 
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B. Pengertian Pajak Parkir 
1. Pengertian Pajak  
Pajak dalam bahasa Arab disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara 
terminologi kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang 
ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. 
Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan  
dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa 
kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non 
muslim. Dalam istilah lain kharaj adalah uang sewa yang menjadi milik Negara 
akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik 
negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.  
Secara terminologi Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Pemerintah 
kepada rakyat yang sifatnya bisa dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. 
Iuran pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah ini akan digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pengeluaran Negara. Pengetian pajak menurut Rochmat 
Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati menyatakan 
bahwa:4 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor 
partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 
                                                 
4Irma Sulistiani Rusdy, “Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Di Kota Makassar”, Makassar, 2014, h.10 
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ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Sedangkan 
menurut Soeparman Soemahamidjaja yang ditulis oleh Diana menyatakan bahwa :5 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang 
menyelenggarakan pemerintahan.” 
2. Ciri-ciri Pajak  
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka menurut Siti 
Kurnia Rahayu dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur-unsur pokok 
yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu :6 
a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 
b. Pajak dapat dipaksakan. 
c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 
d. tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung. 
e.  Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend.”  
Uraian dari ciri-ciri pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut : 
a.  Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang  
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya. 
b. Pajak dapat dipaksakan  
                                                 
5Diana Indah Pertiwi, “Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten 
Serang”,Skripsi, Semarang, 2013, h.16 
6Irma Sulistiani Rusdy, “Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Di Kota Makassar”, Makassar, 2014, h.10 
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Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat 
dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang. 
c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. 
  Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, 
kesejahteraan dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana. Dana yang 
diperoleh dalam bentuk pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah. 
d. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung  
Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan apa yang 
telah dibayarkannya pada Pemerintah.  
e. Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend  
Fungsi budgetair (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas Negara atau 
anggaran pendapatan Negara, yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum 
pemerintah.  
Fungsi regulerend adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
3. Fungsi Pajak  
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat 
untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat 
pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dibagi 
menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. 
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Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati menyatakan 
bahwa :7 
a. Fungsi Budgetair  
Pajak berfungsi mengisi kas Negara atau anggaran pendapatan Negara, yang 
digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk 
pembangunan.  
b. Fungsi Regulerend  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan Negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai 
tujuan tertentu.  
Sedangkan fungsi pajak menurut Waluyo menyatakan bahwa :8 
a. Fungsi Budgetair  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  
b. Fungsi Regulerend  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
dibidang sosial dan ekonomi.  
Berdasarkan kedua fungsi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 
budgetair merupakan sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai keperluan atau 
pengeluaran-pengeluaran Negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Sedangkan 
                                                 
7Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung. Jurnal”. Bandung, 2010, h.19 
8Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”. Jurnal. Bandung, 2010, h.19 
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fungsi regulerend merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi. 
4. Jenis Pajak  
Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan 
menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan. Dimana jenis 
pengelompokkan pajak menurut golongan yang ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan 
Ely Suhayati menyatakan bahwa :9 
“Menurut Golongan :  
a. Pajak Langsung  
Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan 
(tax burden) tidak dapat dilimpahkan (no tax shifting) kepada pihak lain.  
Contoh : Pajak Penghasilan.  
b. Pajak Tidak Langsung  
Adalah beban pajak yang dipikul seseorang (tax burden) dapat dilimpahkan 
(tax shifting) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.  
Jenis pengelompokkan pajak menurut sifat yang ditulis oleh Siti Kurnia 
Rahayu dan Ely Suhayati menyatakan bahwa :10 
“Menurut Sifat :  
a. Pajak Subyektif  
                                                 
9Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”, Jurnal. Bandung, 2010, h.20 
10Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”, Jurnal. Bandung, 2010, h.21 
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Adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, 
dan besarannya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. 
Contoh: Pajak penghasilan 
b. Pajak Obyektif  
Adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga 
besarannya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan sama 
sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak.  
Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai.  
Pengelompokkan pajak yang terakhir yaitu menurut lembaga pemungut yang  
ditulis oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati menyatakan bahwa : Menurut 
Lembaga Pemungut :11 
a. Pajak Pusat  
Adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini 
Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.  
b. Pajak Daerah  
Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.Dibedakan dengan pajak 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II.  
5. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang 
termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah.  
6. Pengertian Pajak Daerah  
                                                 
11Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”, Jurnal. Bandung, 2010, h.22 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah :12 
“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
6. Pengertian Parkir 
Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 
Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Maka Pajak Parkir 
merupakan jenis pajak daerah; Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan 
bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah 
ditetapkan.13 
Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai 
berikut :  
1. Menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
2. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian 
kendaraan beberapa saat. 
3.  Pignataro (1973) dan Sukanto (1985)(seperti di kutip Yunus, Makalah, 2012), 
menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan 
(mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada 
                                                 
12Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. h,28 
13Peraturan Daera Kkabupaten Gowa  No 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir, h.6 
18 
 
suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau 
pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut. 
4. Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkal dengan memberhentikan 
kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada 
suatu tempat dalam jangka waktu tertentu .14 
Dalam membahas masalah perparkiran, ada beberapa Istilah yang digunakan 
dalam Parkir sehingga perlu diketahui beberapa istilah yaitu sebagai berikut :  
1) Kapasitas Parkir  
kapasitas parkir (nyata) merupakan kapasitas yang terpakai dalam satu satuan 
waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak 
pengelola. 
2) Kapasitas Normal  
kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang 
dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran 
tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai 
bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya. 
3) Durasi Parkir yaitu lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi. 
4) Kawasan parkir yaitu kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan      
jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. 
5) Kebutuhan parkir yaitu jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang   besarnya 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, 
tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan 
umum, dan tarif parkir.  
                                                 
14Djokosutono. Hukum Tata Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). h. 38 
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6) Lama Parkir  yaitu jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang   
tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari. 
7) Puncak Parkir merupakan akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan 
kendaraan. 
8) Jalur sirkulasi yaitu tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang 
masuk dan keluar dari fasilitas parkir. 
9)  Jalur gang yaitu merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang 
berdekatan. 
10) Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai 
kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. Adapun pembagian 
retribusi parkir, yakni retribusi parkir tepi jalan dan retribusi parkir khusus   
a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan parkir di tepi jalan 
umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 
ditentukan oleh pemerintah daerah. 
b. Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan tempat khusus parkir adalah 
pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau 
dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disedikan dan dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 
Jadi dapat disimpulkan Pengertian Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan 
atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, 
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
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suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.15 
1. Subjek Pajak Parkir 
Pengertian Subjek Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa :16 
“Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
parkir kendaraan bermotor”. 
Dapat disimpulkan subjek pajak parkir merupakan orang pribadi ataupun 
badan yang menggunakan lahan parkir dan membayar atas penyewaan tempat parkir.   
2. Objek Pajak Parkir 
Objek pajak parkir yang dikemukakan oleh Marihot P. Siahaan menyatakan 
bahwa :17 
“Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut 
bayaran”. 
Sedangkan menurut Peraturan Daerah  Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa :18 
“Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang desediakan sebagai suatu usaha 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”. 
Berdasarkan objek pajak parkir diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik 
                                                 
15Marihot.P, Siahaan.,  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : Divisi Buku 
Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada., 2005, h. 407 
16Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir, h.11 
17Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”, Jurnal. Bandung, 2010, h.28 
18Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  No 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir, h.10 
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yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. yang termasuk objek pajak parkir diluar 
badan jalan yang dikenakan pajak. 
Parkir adalah :  
a. Gedung parkir 
b. Pelataran parkir 
c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran  
d. Tempat penitipan kendaraan bermotor  
Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak parkir yang dikenakan pajak 
parkir adalah sebagai berikut : 
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah.2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara 
asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal 
balik. 
b. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. 
3. Wajib Pajak Parkir 
Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir 
menyatakan bahwa :19 
“Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir”.  
4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir  
Pengertian dasar pengenaan pajak parkir menurut Djamu Kertabudi 
menyatakan bahwa :20 
                                                 
19Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir, h.11 
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“Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.”  
Dasar pengenaan tarif Parkir ditetapkan sekurang-kurangnya untuk Roda dua 
Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan 
untuk Roda empat sekurang-kurangnya Rp.1000,- (seribu rupiah), dan dan 
setinggitingginya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).21 
  Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)22. 
Sehingga besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 
C. Pajak Perspektif  Islam  
1. Pengertian Pajak Dalam Islam  
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharabah, 
yang berasal dari kata dasar برض yang artinya: mewajibkan, menetapkan, 
menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Sedangkan 
secara terminologi Dharabah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara 
untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa 
dikategorikan dharabah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al 
Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak 
diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu 
Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, 
padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam 
                                                                                                                                           
20Dewi Sufraeni, “Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Bandung”, Jurnal. Bandung, 2010, h.28 
21Peraturan Daerah Kota Makassar No 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Parkir, h.10 
22Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. h,19 
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Syafi‟i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini 
tampaknya pengertian jizyah,kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.23 
Adapun pajak (Dharabah) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat 
kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat 
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut 
penguasa berdasarkan normanorma hukum untuk menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.24 
  Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setuju dengan definisi yang 
dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima 
unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak 
menurut syariah, yaitu: 
1. Diwajibkan oleh Allah Swt.  
2. Objeknya adalah harta (al mal). 
3. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non- 
Muslim. 
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin). 
5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 
diatasi oleh Ulil Amri. 
 Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan 
negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur 
diantaranya:  
                                                 
23Gusfahmi,Pajak menurut Syariah:Edisi Revisi, h.28-29 
 
24https://abufawaz.wordpress.com diakses tanggal 05 Mei 2017 jam 14.00 wib. 
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a. Harus adanya nash (Al Qur‟an dan Hadist) yang nenerintahkan setiap sumber 
pendapatan dan pemungutannya.  
b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non Muslim. 
c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan 
kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul 
beban utama. 
d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.25 
2. Konsep pajak pada masa Rasulullah dan para Sahabatnya 
Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada 
masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang 
dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai 
jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta 
pengecualian dari wajib militer. Selain itu rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, 
yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika wilayah Khabair 
ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik 
lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa 
dan bersedia membirikan separoh hasil produksinya kepada negara. Dalam 
perkembangannya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.26  
Pada masa khalifah Umar, mengintruksikan kepada gubernur agar menarik 
zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu Dinar dan didistribusikan 
kepada fakir miskin serta budak-budak. Pasca penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan 
Mesir, pendapatan Bait al-Mal meningkat secara substansial, kharaj dari Sawad 
                                                 
25Gusfahmi,Pajak menurut Syariah, h.40. 
 
26Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat, 1997, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, h. 26 
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mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj 
Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai memberikan beban yang 
melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan jizyah senantiasa 
melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam  dan Mesir, 
ditentukan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalanan menengah, dan 1 dinar bagi 
orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk 
memberi makn kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar 
jizyah sebesar 48 dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 
12 dirham bagi orang miskin yang  berpenghasilan.  
Khalifah Ustman membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan 
pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana negara.hasilnya, ada 
peningkatan pemasukan dari kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua 
kali lipat dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinarsetelah dilakukan pergantian gubernur 
dari Amr kepada Abdullah bin Said.  
Khalifah Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara 
kepada individu-individu untukntujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara 
memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika 
dibandingkan pada masa Khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. 
Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirhamdan 
menizinkan Ibnu Abbas, gubernurKufah memungut zakat terhadap sayuran segar 
yang akan diadakan sebagai bumbu masakan. Khalifah Ali menolak pendapat 
Khalifah Umar dalam pendistribusian Bait Al-Mal dengan tidak mendistribusikan 
seluruh pendapatannya, tetapi menyimpan sebagai cadangan. Alokasi pengeluaran 
kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya masa Khalifah Umar, pengeluaran 
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untuk armada laut dihilangkan, karena sepanjang wilayah pantai Syiriah, Palestina, 
dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah. 
Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiyaan yang 
dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin 
meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat 
sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan  atau 
pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya 
kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat 
dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan (pajak).27 
3. Pajak Menurut Pendapat Ulama 
Pajak Menurut Pendapat Ulama, sebagai berikut:28 
1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 
terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,politik dan tujuan-tujuan lain 
yang ingin dicapai oleh negara”.  
2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai 
yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 
mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 
dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 
                                                 
27Nuruddin Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, 2006, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada,h. 20 
 
28Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 31 
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kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 
keuangan bagi pemerintah”.  
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah 
Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-
pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul 
mal tidak ada uang  atau harta”.29 
Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang 
diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan 
menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan 
masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”. 
Menurut pendapat ulama diatas pajak diperbolehkan, alasannya adalah untuk 
kebutuhan Negara dan untuk merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Namun 
adapun pendapat ulama yang menyatakan pajak tidak diperbolehkan apabila pajak 
tersebut disalah gunakan dan tidak sesuai dengan syariat islam.  Hal ini sesuai dengan 
yang ditujukan dalam QS Al-Nisa/4: 29 
 
                           
                          
 
Terjemahnya 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
                                                 
29Gusfahmi,Pajak menurut Syariah), h.31-32. 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 30  
 
Kata (   مكـلاومًا ) amwalakum yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam 
masyarakat. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga 
penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan 
penerima sedekah, dan lain-lain.  Dirangkaikannya larangan memakan harta dengan 
kata (  مكنيب ) bainakum, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan/memeroleh 
harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar-mereka serta perpindahannya dari 
seorang ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada 
ditengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/ 
perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan 
mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, 
perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.  Ayat diatas juga 
menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak 
melakukan apa yang ddiistilahkan oleh ayat diatas dengan ( لط ابلا ) al-bathil, yakni 
pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam 
konteks ini, Nabi saw bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) 
syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalakan yang haram atau 
mengharamkan yang halal.” 31 
Dalam ayat di atas Allah melarang Hambanya saling memakan harta 
sesamanya dengan  jalan yang tidak di benarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan 
yang batil untuk memakan harta sesamanya. 
                                                 
30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Banten: Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Banten, 2012), h. 26 
 
 
31
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.2, 
(Jakarta:Lentera Hati, 2009) h. 498-499. 
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Dalam sebuah Hadits, Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
 َّلا ِإ ٍئ ِرْم ا ُل بَم ُّلَِحي َلا ُ ًَّوِإ ، اوُِملَْظت َلا ََلاأ ، اوُِملَْظت َلا ََلاأ ، اوُِملَْظت َلا ََلاأ
 ًُْىِم ٍسَْفو ِبيِطِب
32
 
Artinya: 
 “Janganlah kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkannya tiga kali). 
Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan 
dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahihkan 
oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha‟if Jami‟ush Shagir no.7662). 
Hadis diatas menjelaskan bahwa tidak halal harta seseorang muslim tanpa 
kerelaan dari pemiliknya. Dan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan 
juga aturan pemerintah yang wajib kita ikuti. Namun, Pajak mengatur hubungan 
manusia dengan manusia lainnya (Mu‟amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian 
dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat 
menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum Muslim). Tanpa adanya 
syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan 
menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti-hak 
milik penuh sang raja).  
Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak 
boleh dipungut atau tidak.  
Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari suatu 
pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau Aqidah. Hukum 
pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. Jika ia 
memiliki landasan Al-Qur‟an dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi 
kemaslahatan umat.33 
                                                 
 
32
 Al-Albani, dalam shah wa Dha‟if Jami‟ush Shagir. 
 
33Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 21. 
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Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi telah melahirkan perdebatan 
dikalangan para Fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh 
dan sebaliknya.34 
  Sejumlah Fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan 
pajak itu diperbolehkan, antara lain: 
1. Abu Yusuf, dalam kitabnya Al-Kharaj, menyebutkan bahwa : semua khulafa 
Ar-Rasyidin terutama Umar, ali danUmar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah 
menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan 
kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk 
membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi 
kebutuhan pokok mereka sehari-hari.  
2. Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus 
merefleksikan arus pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya 
berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip 
sebuah surat Thahir Ibn Husein kepada anaknya yang menjadi seorang 
gubernur disalah satu provinsi: oleh karena itu sebarkanlah pajak pada semua 
orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan 
jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di 
masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapa pun 
sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan 
kangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.  
                                                 
34Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 183. 
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Disamping sejumlah Fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian 
fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber 
daya melalui pajak, selain zakat. Yaitu 
  Dr Hasan Turobi dari Sudan, dalam bukunya Principle of Governance, 
Freedom, and Responsibility in Islam, menyatakan : 
Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada 
umumnya tidak sah”. Karena itu para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik 
pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. 
Pajak merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang memungut iuran 
kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan negara misalnya pembangunan, 
pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya, yang bertujuan untuk 
kemashlahatan, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana Firman 
Allah SWT dalam QS Al-Hasyr/59: 7:35 
                             
                                
                               
Terjemahnya 
apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 
Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 
antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 
kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 
                                                 
35Belinda Rizani, Menggagas Bisnis Islam, http://bellindarizani. blogspot.co.id/menggagas-
bisnis-islam-pajak.html, diunduh pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 22.00 WIB. 
 
32 
 
tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 
keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr/59: 7)36 
 
Ayat diatas menjelaskan harta rampasan yang diperoleh dari Bani an-Nadhir 
diserahkan Allah sepenuhnya kepada Rasul saw., Disini seakan-akan ada yang 
berkata: Kami telah mengetahui bahwa harta rampasan (fai’) yang diperoleh dari Bani 
an-Nadhir adalah buat Rasul saw. Bagaimana dengan harta rampasan yang lain 
dimasa datang? Pertanyaan tersebut dijawab oleh ayat diatas. Ayat diatas menjelaskan 
hal ttersebut sekaligus menjelaskan hokum fai’ kapan dan dimana pun ia diperoleh. 
Ada pendapat lain menyangkut ayat diatas. Rujuklahke tafsir al-Qurthubi jika ingin 
perinciannya. 
Allah berfirman: Apa saja dari fai‟, yakni harta rampasan, yang dikembalikan, 
yakni diserahkan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari 
penduduk negeri-negeri dimana dan kapan pun maka semuanya adalah milik Allah. 
Dia yang berwenang membaginya. Dia telah menetapkan bahwa harta rampasan itu 
menjadi milik Rasul atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasul saw., para 
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibn as-Sabil, yakni orang-
orang terlantar dalam perjalanan, supaya ia, yakni harta itu, tidak hanya beredar 
diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Karena itu laksanakanlah ketetapan 
Allah ini dan apa saja yang diberikan Rasul serta hokum-hukum yang ditetapkannya 
bagi kamu maka terimalah ia dengan senang hati dan laksanakanlah dengan tulus dan 
apa yang dia larang kamu menyangkut apa pun maka tinggalkanlah; dan 
                                                 
36Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546 
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bertakwalah kepada Allah, yakni hindari segala hal yang dapat mengundang siksa 
dan pembalasan-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat keras pmbalasan-Nya.”37 
Dalam hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori ijarah . 
Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan 
disertai imbalan tertentu. Ijarah apabila objeknya berupa benda disebut sewa 
menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah 
mengupah. Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang 
atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.38Ijarah baru dianggap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara‟ 
sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek ijarah , dan akad. 
Berikut firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233 yang secara tersurat 
memperkenankan akad sewa 
…                           
                        
Terjemahnya 
…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 233)39 
 
Dari sini di pahami adanya tingkat penyusuan; pertama, tingkat sempurna, 
yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, 
yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna, dan tingkat ketiga, masa yang tidak 
                                                 
37
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.13, 
(Jakarta, Lentera Hati,2009) h.530-531 
38Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 94. 
39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37 
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cukup kalau enggan berkata “kurang” dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang 
enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik 
dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang 
dapat menimbulkan kecaman misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar 
maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. Inilah yang 
dipesankan oleh lanjutan ayat diatas dengan pesannya, jika kamu, wahai para ayah, 
ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, 
maka tidak ada dosa bagi kaﺫﺫﺫﺫmu apabila kamu memberikan pembayaran kepada 
wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.40 
Selain itu, menurut Haroen sebagimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly 
disebutkan bahwa upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 
memiliki nilai ekonom.41 Syarat mengenai tarif pajak parkir tersebut sudah jelas 
yakni telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah No. 12 Tahun 
2012 yang mengatur tentang dasar pengenaan tarif pajak parkir di Kabupaten Gowa. 
Selain itu, untuk besaran tarifnya pun tergantung pada jenis kendaraan dan memiliki 
nilai ekonomi.  
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Fatimah binti Qais 
Turmudzi: 
 ُم َبَىث َّدَح ْب ُد َّمَح ُه َأ َْلا َبَىث َّدَح ًِ ْيَو ُّدَم ِهْب َدَمْح  ْب ُدَوْس ْهَع ٍكي ِرَش ْهَعٍرِمبَع ُه
 ِب ِتَمِط َبف ْهَع َِّيبْع َّشلا ُ َّاللّ يَّلَص ُِّيبَّىلا َلِئُس ْو َأ ُتَْلأَس َْتل َبق ٍسَْيق ِتْى  ََّلَسَو ًِ ْيلَع  ْهَع
                                                 
40
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol.1  
(Jakarta, Lentera Hati,2009) h.611 
41Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta, Kencana, 2010), h. 280. 
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 َل َبَقف ِة بَك َّزل ِإ 
 ّقَحل ِلبَملا ِيف َّن ََلات َّ ُث ِة بَك َّزلا ى َوِس بٌََ ََيْلاا ِي ِﺫ َسَْيل ِةَرقبْلا ِيف ِيتَّلا َت
 وُج ُو اوُّل َُوت َْنأ َِّربْلاٌَا  ُْكْلﺂ  ََتي
42
 
Artinya:  
Nabi Shalallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat, maka ia 
bersabda: “Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat.” 
 
Yang dimaksud kewajiban selain zakat dalam hadis tersebut adalah kewajiban sosial 
lainnya yaitu dapat berupa pajak, sedekah sunnah, infak, hibah dan juga waqaf. Islam 
mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan 
pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan bayar pajak yang pemanfaatannya juga 
sangat luas dan fleksibel. 
 
                                                 
 
42
 Zulfahmi alwi, Hadis Nabi Saw Tentang Ekonomi dan Bisnis, (Jakarta, Kencana, 2015) 
h.102 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan pada latar belakang dan skripsi ini adalah penelitian lapangan, 
maka Jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif. Sedangkan Objek 
penelitiannya yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, bersifat Kualitatif. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada 
objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan berbagai 
macam prosedur baik dengan cara observasi, wawancara, maupun dengan studi 
dokumentasi serta dalam waktu yang berkesinambungan. 
Anis Chariri (2009) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta 
sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai 
esensi dalam memahami sesuatu.1Anis Chariri (2009) menambahkan bahwa tujuan 
dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan 
                                                 
1Anis Chariri, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”(Paper disajikan pada 
workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi 
(LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05. 
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dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu 
mengungkap makna yang ada dalam lingkungan sosial.2  
2. Lokasi Penelitian  
Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup  penelitian adalah 
Pengelolahan pajak Parkir di kabupaten Gowa Dinas Perhubungan. Responden di 
Pengelolahan pajak Parkir di kabupaten Gowa yang menjadi subyek penelitian ini 
yaitu direksi, kepala sub bagian keuangan dan ketua/anggota Pengelolahan Pajak 
Parkir Kabupaten Gowa.  
B. Pendekatan Penelitian  
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Pendekatan syar’i pendekatan yang ditempuh penulis dengan mempelajari 
aturan-aturan dalam syari’at Islam baik yang bersumber dari Al-Qur’an 
dan Al-hadis.  
b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk melihat 
aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian 
merelevansikannya dengan masalah yang di bahas. 
 
 
                                                 
2Anis Chariri, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”(Paper disajikan pada 
workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi 
(LPA): UNDIP Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009) h. 05.   
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C. Sumber Data 
 Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bukti yang 
ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. 
Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Nah, dari data 
tersebut kemudiaan diolah sehingga dapat diutarakan dengan jelas dan tepat, sehingga 
dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri hal ini 
dinamakan deskripsi.  
1. Sumber Data Primer  
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 
sembernya. Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan 
melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
Baik informan maupun responden. 
2. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari obyeknya, 
tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini data sekunder mencakup dokumen-
dokumen resmi berisi informasi-informasi penting, buku-buku, hasil penelitiaan yang 
berujut laporan dan sebagainya. 
3. Sumber Data Tersier  
Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer maupun data sakunder seperti kamus hukum, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, majalah, ensiklopedia dan lain-lain. 
D. Metode Pengumpulan Data 
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Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (fierd research), 
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke obyek penelitian yaitu Kantor PD 
Parkir Kab. Gowa. dan di pinggir jalan daerah Lapangan Seyusuf. 
Penelitian ini dilakukan melalui serangkaiaan kegiatan seperti : 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan, peninjauan sebelum diadakan 
penelitian, peneliti mengadakan dahulu ke daerah tempat yang penelitiaan itu. 
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
aktivitas anggota pegawai/staf pada bagian keuangan, di Kantor Pengelolahan 
pajak  Parkir di Kabupaten Gowa. 
2. Wawancara (interview), yaitu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data 
atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan sesuai 
dengan data yang diperlukan dan sangat membangun penelitian adapun yang 
ingin saya wawancarai yaitu kepala badan pengelolahan pajak parkir, staf 
kepegawaian bagian keuangan dan beberapa pengguna parkiran yang ada di 
sekitar Pasar dan tokoh-tokoh yang ada di sekitar sungguhminasa. Untuk 
memudahkan pelaksanaannya, maka digunakan pedoman wawancara (interview 
guide) 
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dan sangat membangun penelitian ini, baik di sepanjang tepi jalan 
pasar sungguminasa maupun di kantor Pengelolahan pajak Parkir. Data bersifat 
teoretis dan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui literatur seperti 
buku, jurnal hukum, majalah, maupun internet. 
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4. Studi Kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan 
dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut 
dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, 
internet, dan sumber-sumber lain.3 
E. Instrumen Pengumpulan Data  
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, 
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen 
penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian 
kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 
sumber data yang dianggap penting. 
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan ataupembicaraan 
dengan informan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi 
tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data 
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data 
                                                 
3http://transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html diakses pada tanggal 20 
februari 2019 pkl.21.00 wib 
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sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai 
berikut: 
1. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data 
tertulis Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut: 
a. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah 
dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut 
b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasi penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam 
menemukan jawaban permasalahan 
c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data 
yang sebelumnya telah dikategorikan. 
2. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam  pengujian penelitian merupakan teknik pengujian 
kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan 
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dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan 
metode dan triangulasi dengan teori.4 Tetapi triangulasi yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian. 
 
 
 
                                                 
4Junaidi Ghony & Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali 
Pres, 2014). h. 322 
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 BAB IV  
EFEKTIFITAS PERDA NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR 
DI KAB. GOWA (TELAAH KETATANEGARAAN ISLAM) 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Dinas Perhubungan Gowa 
Penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Gowa tepatnya di Dinas 
Perhubungan, yang berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' 
Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 
12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan 
dari Jakarta. 
 Adapun batas-batas wilayah di Kabupaten Gowa yaitu:1  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan 
Bantaeng. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Dari kotal luas Kabupaten Gowa, 35,30% 
mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan 
Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. 
Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, 
wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat 
                                                 
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (DDA Gowa, : 2013), h. 32. 
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potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu 
diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan 
luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. Wilayah Kabupaten Gowa memiliki 18 
Kecamatan yaitu : Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, 
Palangga, Barombong, Sombaopu, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, 
Manuju, Tinggi Moncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, 
Tompobulu, Tompobulu Biringbulu. Dan 18 Ibukota Kecamatan yaitu 
:Tamallayang, Pabundukang, Kalebajeng, Borimatangkasa ,Mangalli, Kanjilo, 
Sungguminasa, Borongloe, Pattallasssang, Lanna, Bilalang, Malino, Tamaona, 
Majannang, Sapaya, Bontoloe, Malakaji,Lauwa.2 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 8 Tahun 1995 Kabupaten 
Gowa  ditunjuk sebagai salah satu daerah Tingkat II  percontohan urusan 
pemerintahan di bidang perhubungan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri  
Nomor : 22 Tahun  1990, Tentang Penyerahan sebagian urusan dalam bidang Lalu 
lintas dan angkutan jalan Kepada Daerah Tingkat II. 
Konsekwensi dari Peraturan Pemerintah RI Nomor : 22 Tahun 1990 dan  
Nomor : 8 Tahun 1995,  maka dibentuk Dinas lalu lintas dan Angkutan Jalan ( 
LLAJ ). Selanjutnya  berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa 
berdasarkan Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999  dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gowa  Nomor : 03 Tahun 2001  Tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata kerja Dinas – dinas  Kabupaten Gowa. 
Pada Tahun 2008, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa  berubah menjadi 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa  berdasarkan  : 
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 3  Tahun  2008,  tentang : Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa .  
                                                 
2Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (DDA Gowa, : 2013), h. 19. 
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Peraturan Daerah  Nomor  : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas 
daerah Kabupaten Gowa  ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa  Tahun 2008 
Nomor. 7 ). 
Dengan berubahnya Dinas Perhubungan  Kabupaten Gowa menjadi Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa, maka Kantor 
Informasi dan  Komunikasi  ( Infokom ) dihapus dan sebahagian besar urusan / 
kegiatan Kantor Infokom masuk dalam  Sturuktur Organisasi Dinas Perhubungan 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa dan sebagian lagi bergabung 
dengan unit kerja yang terkait. 
Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Gowa kembali berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten 
Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016.  
Demikain sejarah singkat terbentuknya Dinas Perhubungan Kaupaten Gowa, 
dengan  Struktur terlampir.  
Adapun dalam hal ini, Dinas Perhubungan kab. Gowa memiliki program 
unggulan, yaitu: 
a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 
b. Program pembangunan Prasarana dan Fasilitias Perhubungan 
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Gowa 
Berikut adalah struktur Organisasi dari Dinas Perhubungan Kab. gowa:3 
                                                 
3Ridwan Ramadhan  (31 tahun), staf subag, umum dan kepegawaian 
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(sumber data: Dinas Perhubungan gowa) 
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai pelaksana teknis dalam 
urusan perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2016 
tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kab. Gowa menyelenggarakan 
layanan : 
a. Pengujian Kendaraan Bermotor (Keur) 
Sistem pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa, dengan cara dan prosedur sebagai berikut : 
1) Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah: 
a) Pengisian formulir permohonan pengujian 
b) Pembayaran retribusi pengujian 
c) Pengecekan surat surat kendaraan ( STNK, Buku KEUR) 
d) Jadwal Pelaksanaan pengujian 
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e) Pemeriksaan teknis kelaikan jalan kendaraan 
f) Evaluasi hasil pemeriksaan teknis 
g) Pengesahan buku uji 
h) Pelaksanaan Penyemprotan kendaraan dan Pengetukan Plat Uji 
i) Penyerahan Dokumen Kendaraan ( STNK, Buku Uji ) 
2. Izin Trayek Lokal/Pedesaan 
Persyaratan administrasi pengurusan izin trayek sebagai berikut : 
a) Foto copy STNK 
b) Buku Keur 
c) Pembayaran retribusi izin trayek lokal/pedesaan 
Adapun Izin trayek lokal/pedesaan tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun 
B. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2012 
Tentang Pajak Parkir di kab. Gowa 
Dalam menjalankan perannya yang berdasarkan Perda nomor 12 tahun 
2012 tentang Pajak parkir di kab. Gowa Dinas Perhubungan Gowa memiliki visi 
misi, yaitu: 
 Visi 
Terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang handal dan terpadu yang 
menjangkau seluruh wilayah Kab. Gowa. 
 Misi 
a. Meningkatnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar 
b.  Meningkatnya angkutan jalan yang menjangkau seluruh pelosok wilayah; 
c. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan; 
d. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan. 
Berdasarkan Perda nomor 12 tahun 2012 tentang Pajak parker, Dinas 
Perhubungan Kabupaten Gowa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan 
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kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan. 
Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah 
merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan 
teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan 
angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna 
fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM 
sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti 
Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. 
Dari kepala seksi terminal dan perparkiran Hendra Sijaya, mengatakan 
bahwa: 
 
“Sejauh ini Dinas Perhubungan dalam menjalankan perannya berpegang 
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012, mulai dari retribusi parkir 
di pinggir jalan terkhusus di terminal itu diatur dalam perda dan sudah 
berjalan efektif. Akan tetapi sejauh ini untuk objek parkir ini baru satu 
yang terdaftar, baru Rumah Sakit Syech Yusuf. Adapun penyebab 
mengapa di Gowa Baru Rumah Sakit Syech Yusuf yang terdaftar di Dinas 
Perhubungan, diantaranya:”4 
Adanya peraturan yang mengatur tentang syarat yang terkena pajak parkir 
berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 adalah mempunyai lahan 
parkir yang sesuai dengan Perda. 
Pengusaha-pengusaha yang belum ingin atau tidak mau mendaftarkan 
perusahaannya karena berbagai faktor. Diantaranya karena melihat pengunjung 
atau konsumen yang masih sedikit. 
Melihat permasalahan yang ada maka langkah yang diambil Dinas 
Perhubungan adalah dengan rutin melakukan sosialisasi pajak parkir kepada 
tempat usaha yang telah memenuhi syarat. 
                                                 
4
 Hendra Sijaya (31 tahun), Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran, hasil wawancara 
jumat, 8 februari 2019 
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Selanjutnya, Hendra Sijaya menjelaskan bahwa Peran Pemerintah Daerah 
kabupaten Gowa dalam menangani pajak parkir yang berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak parkir di kab. Gowa, diantaranya:   
1. Mendelegasikan kewenangan ke pengelolah pajak parkir pada Dinas 
Perhubungan kabupaten Gowa sesuai Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang 
pajak parkir. 
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana dan penerima pajak parkir. 
 
“Adapun ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran pengelolaan 
pajak parkir adalah dengan membuat surat perjanjian kontrak Dinas 
Perhubungan dengan pihak ketiga, yang juga memuat mengenai peraturan 
yang mengatur tentang batas waktu pajak parkir tersebut. Dalam hal bentuk 
penyetoran dan ketentuan hasil dari pajak parkir ke Dinas Perhubungan kab. 
Gowa adalah:”5 
Pihak ketiga yang ditujukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Gowa setiap 
bulan setelah di audit oleh staf yang ditunjuk oleh Kep. Dinas Perhubungan Kab. 
Gowa. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 dan kontrak 
perjanjian Dinas Perhubungan Kab. Gowa yaitu pihak ketiga menyetor 30% ke 
Dinas Perhubungan Gowa dari jumlah seluruh penerimaan pihak ketiga. Sesuai 
dengan dasar pengenaan tarif dan dasar perhitungan pajak pada pasal 6 “Tarif 
pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Dasar Pengenaan 
Pajak Parkir.”6 
Menurut analisis saya mengenai informasi yang diperoleh di Dinas 
Perhubugan Kab. Gowa mengenai peran Dinas Perhubungan terhadap Peraturan 
Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang pajak parkir, maka peran Dinas 
Perhubungan kab. Gowa perlu ditingkatkan kembali melihat ternyata baru satu 
                                                 
5Hendra Sijaya (31 tahun), Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran, hasil wawancara 
jumat, 8 februari 2019 
6Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak parkir, h. 12. 
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yang terdaftar di Dinas Perhubungan kab. Gowa pajak parkirnya yaitu Rumah 
Sakit Syech Yusuf. Sedangkan usaha-usaha yang lain yang belum terdaftar akan 
tetapi tempat usaha tersebut telah memenuhi standar pajak parkir agar kiranya 
Pihak yang berwenang  lebih intensif lagi dalam memberikan sosialisasi mengenai 
Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pajak pa rkir. 
C. Pengawasan Pemerintah DaerahTerhadap Pajak Parkir di Kab. Gowa 
Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 
standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 
membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 
menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 
seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari 
beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 
merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya 
pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi 
dan berjalan dengan baik.  
 Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 
dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 
secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 
pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi 
sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana 
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.   
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Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan 
merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai  
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di 
bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan 
terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung 
makna pula sebagai:  
“Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang 
diperiksa untuk menjamin  agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana dan peraturan.”  atau  “suatu usaha agar suatu pekerjaan 
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan 
adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan 
hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat 
dilakukan tindakan perbaikannya”   
 Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan 
dimaknai sebagai  “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 
direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat 
menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan 
menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun 
manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga 
fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, 
pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu 
sendiri.  Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang dimaksud 
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badan disini adalah sekumpulan orang ada atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak infestasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap.7 
Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:5) mengatakan 
bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak yaitu 
terdapat 4 unsur-unsur dalam pengertian pajak, sedangkan imbalan (kontra-
prestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. unsur 
yang melekat pada pengertian retribusi adalah: 
1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. 
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan. 
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara. 
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. 
5. Konta-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. 
Adapun retribusi parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain 
yang dimaksud adalah berupa karcis atau kupon parkir (dalam karcis parkir tertera 
Jenis Kendaraan, Nomor Polisi, Tanggal dll). Sedangkan pembayaran atau 
penyetoran hasil pungutan retribusi oleh wajib retribusi (Dinas Perhubungan Kab. 
Gowa) kepada Kas Daerah di lakukan oleh Bendahara Khusus Penerimaan Dinas 
                                                 
7Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum, h. 5. 
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Perhubungan Kab. Gowa dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah 
(SSRD). 
Dalam hal struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum pasal 8 yang berbunyi:8 
“Struktur dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di 
tetapkan sebagai berikut: 
a. Kendaraan roda 4  Rp 2.000,- 
b. Kendaraan roda 2  Rp 1.000,-  
Dari Hendra Sijaya, SE , mengatakan: 
“Hasil pungutan retribusi pajak parkir tersebut kemudian dapat 
dimanfaatkan khususnya untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
Selain itu juga dapat di alokasikan untuk menutupi biaya administrasi, 
biaya penyediaan Marka dan Rambu Parkir, biaya transportasi dalam 
rangka pengawasan dan pengendalian.”9 
Dari A. Arifuddin B, SE, mengatakan: 
“Adapun perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir adalah di 
mana pajak parkir menggunakan mesin komputer dan memiliki sendiri 
lahan diluar dari badan jalan dan juga jumlah retribusinya menesuaikan 
waktu sedangkan retribusi parkir itu berada di area tepi jalan dan yang 
memungut retribusi parkir adalah juru parkir sendiri dan retribusinya 
tetap.”10 
Dan Hendra Sijaya SE juga mengatakan “Bentuk pengawasan yang 
dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam memungut  pajak parkir di 
Kab. Gowa adalah dengan menugaskan staf seksi terminal dan perparkiran setiap 
                                                 
8Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 tentang retrubusi pelayanan 
parkir di tepi jalan umum, h. 9. 
9Hendra Sijaya (31 tahun), Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran, hasil wawancara 
jumat, 8 februari 2019 
10A. Arifuddin (50 tahun), Kasi Manajemen Rekayasa Lalu lintas, hasil wawancara  
jumat, 8 Februari 2019 
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bulan untuk melaksanakan audit terhadap penerimaan pihak ketiga yang ditujukan 
oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa dalam mengelolah pajak parkir”.11  
Sedangkan Andi Arifuddin B, SE juga mengatakan “Pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah efektif dan berjalan 
sesuai dengan aturan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pajak parkir. 
 
“system pengawasan yang kami lakukan terhadap pajak parkir adalah 
dengan menugaskan staf seksi terminal dan perparkiran setiap bulan untuk 
melaksanakan audit terhadap penerimaan pihak ketiga yang ditunjuk oleh 
Dishub Kab. Gowa dalam mengelolah pajak parkir.”12 
 
Menurut Ir. H. Efendi Wahid Yunus juga mengatakan adapun perbedaan 
pendapatan yang dimiliki antara pajak parkir dan retribusi parkir adalah. 
“Di mana pajak parkir menggunakan mesin dan hasilnya setiap bulannya 
harus disetor 1 kali sebulan sebanyak 30% meski pendapatannya banyak 
ataupun sedikit setorannya harus 30% sedangkan retribusi parkir 
penghasilannya setiap sebulan tidak menentu tergantung dari berapa banyak 
karcis yang keluar dan sistem penyetoranya juga perbulan kadang sampai 3 
kali perbulan tergantung pemasukan.  
Dan system penyetoran antara pajak parkir dan retribusi parkir juga berbeda 
jika pajak parkir system penyetorannya melalui transfer setiap bulannya 
sebanyak 30% sedangkan retribusi parkir di setor melalui bendahara 
DISHUB yang jumlahnya tidak menentu lalu bendahara yang menyetor ke 
BPD setiap bulannya.”13 
 
Dari Ibu Ramlah Juru Parkir yang ada di Pasar Sentral Sungguminasa, 
mengatakan:  
“jumlah pemasukan retribusi parkir dipasar tidaklah menentu setiap harinya 
tergantung pada pengunjung pengguna parkir, kadang Rp.30.000– 
Rp.50.000 perhari dan disetor kepada kepala parkir yang ada dipasar sentral 
                                                 
11Hendra Sijaya (31 tahun), Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran, hasil wawancara 
jumat, 8 februari 2019 
12A. Amiruddin. SE, (50 tahun), Seksi Sarana dan Prasarana Lalu lintas, hasil 
wawancara  jumat Tanggal 8 Februari 2019 
13Ir. H. Efendi Wahid Yunus. (58 Tahun), Kabid Tehnik Sarana dan Prasarana, Hasil 
Wawancara jumat, tanggal 1 Maret 2019. 
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sungguminasa kemudian kepala parkirnya menyetor kepada bendahara 
DISHUB”.14 
D. Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam Terhadap Pajak Parkir 
Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada 
masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang 
dibebankan kepada orang-orang non muslimin, khususnya ahli kitab, sebagai 
jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibada serta 
pengecualian  dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan system 
kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum muslimin ketika wailayah 
Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan 
pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status 
sebagai penyewa dan bersedia memberikan separoh hasil produksinya kepada 
Negara. Dalam perkembangannya Kharaj menjadi sumber pemasukan bagi 
Negara.15 
sebenarnya Adapun pajak (Dharabah) menurut istilah kontemporer adalah 
iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang 
sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. 
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.16 
Dari berbagai definisi tersebut, maka ketentuan mengenai pajak parkir 
tersebut diperbolehkan, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul 
Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang 
                                                 
14
 Ramlah (45 tahun), Juru Parkir Pasar Sentral Sungguminasa, hasil wawancara senin, 
tanggal 4 Maret 2019 
15
 Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997,  h.26 
16https://abufawaz.wordpress.com diakses tanggal 14 februari 2019 jam 14.00 wib. 
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merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, 
yaitu: 
1. Diwajibkan oleh Allah Swt.  
2. Objeknya adalah harta (al mal). 
3. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non- 
Muslim. 
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin). 
5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 
segera diatasi oleh Ulil Amri. 
 Kelima unsur dasar tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip 
penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat 
unsur diantaranya:  
1. Harus adanya nash (Al Qur’an dan Hadist) yang nenerintahkan setiap 
sumber pendapatan dan pemungutannya.  
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non 
Muslim. 
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 
golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 
yang memikul beban utama. 
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum. 
Pajak Menurut Pendapat Ulama, sebagai berikut:17 
1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan 
terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
                                                 
17Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, h. 31 
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merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,politik dan tujuan-tujuan lain 
yang ingin dicapai oleh negara”.  
2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai 
yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat 
mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai 
dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 
kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik 
keuangan bagi pemerintah”.  
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan 
Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan 
dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada 
kondisi baitul mal tidak ada uang  atau harta”.18 
Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa 
yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya 
dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan 
Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”. 
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan pajak adalah kewajiban 
yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai 
dengan ketentuan yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. 
Selain itu, menurut Haroen sebagaimana dikutip Abdul Rahman  Ghazaly 
disebutkan bahwa upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu 
yang memiliki nilai ekonomi.19 Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut 
sudah jelas yakni telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran V Peraturan 
                                                 
18Gusfahmi,Pajak menurut Syariah), h.31-32. 
19Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280. 
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Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang 
tarif retribusi parkir di Kabupaten Gowa.  
Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang dari 
suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau Aqidah. 
Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu Al-Qur’an dan Hadis. 
Jika ia memiliki landasan Alquran dan Hadis, tentu ia akan memberi manfaat 
(buah), bagi kemaslahatan umat. 
Pajak parkir yang diterapkan dan dijalankan sesuai dalan Peraturan 
Pemerintah Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan syariat Islam. Yang dimana hal 
tersebut sudah diterapkan dari masa Rasulullah saw. Mengingat hal tersebut 
dilakukan demi kebaikan dan keamanan bersama. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Bentuk efektifitas Perda dalam peran pemerintah yaitu Mendelegasikan 
kewenangan ke pengelolah pajak parkir pada Dinas Perhubungan 
kabupaten Gowa sesuai Perda Nomor 12 Peran Dinas Perhubungan Gowa 
mengenai Perda No. 12 Tahun 2012 Mengenai Pajak Parkir di Kab. Gowa 
a. tahun 2012 tentang pajak parkir. 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana dan penerima pajak 
parkir. 
2. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Parkir di Kab. Gowa 
Bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa 
dalam memungut pajak parkir di Kab. Gowa adalah dengan menugaskan 
staf seksi terminal dan perparkiran setiap bulan untuk melaksanakan audit 
terhadap penerimaan pihak ketiga yang ditujukan oleh Dinas perhubungan 
Kabupaten Gowa mengelolah pajak parkir. 
3. Pandangan Hukum Ketatanegaraan Islam Terhadap Pajak Parkir 
sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Al- Juwaini pajak 
diperbolehkan, alasannya adalah untuk kebutuhan Negara dan untuk 
merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Namun adapun pendapat ulama 
yang menyatakan pajak tidak diperbolehkan apabila pajak tersebut disalah 
gunakan dan tidak sesuai dengan syariat islam sebagaimana ditujukan 
dalam QS. Al-Nisa/4: 29 
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B. Implementasi 
1. Dalam menjalankan peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan pajak 
parkir yang ada di Kab. Gowa diharapkan agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan membenahi pengaturan pengelolaan pajak 
parkir bila masih terdapat kekurangan agar lebih maksimal. 
2. System Pengawasan yang dilakukan Dishub Gowa sekiranya perlu 
ditingkatkan lagi agar lebih optimal dan efisien dalam mengelolah pajak 
parkir . 
3. Menurut Hukum Tata Negara Islam, pajak diperbolehkan sehingga 
pemerintah sebaiknya tidak melebihi aturan sesuai ketentuan Islam dan 
undang-undang yang telah berlaku. 
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